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Berdasarkan SK Gubernur DK Jakarta Nomor 1744/A/K/BKD/71, dan SK Direktorat Jenderal Agraria
Departemen Dalam Negeri Nomor 181/HGB/DA/72, PT. Indobuildco memperolen HGB sertipikat Nomor
26 dan 27/Gelora, namun ketika kedua HGB tersebut masih berlaku Kepala BPN mengeluarkan SK KBPN
Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keppres
Nomor 4 Tahun 1984 yang isinya Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara Republik
Indonesia Cq Badan Pengel ola Gelanggang Olahraga padaha berdasarkan peraturan perundang-undangan
SK pemberian HPL hanya dapat diberikan di atas tanah Negara bebas. Sebelum berakhir haknya kedua
HGB tersebut telah diperpanjang haknya oleh Kakanwil DK Jakarta dengan SK tanggal 13 Juni 2002
Nomor 016/11.550,2-09.012002 dan Nomor 017/11.550.2-09.01/2002, dengan perpanjangan HGB ini
menimbulkan konflik sengketa pertanahan antara Pemegang HPL dengan pemegang HGB, dengan demikian
hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apa diperlukan surat rekomendasi dari
Sekneg sebagal pemegang HPL dengan sertipikat HPL No. 1/Gelora untuk memperpanjang HGB Nomor 26
dan 27/Gelora? dan Bagaimana status hukum atas penerbitan sertipikat HPL Nomor 1/Gelorayang
didaftarkan berdasarkan SK BPN tertanggal 15 Agustus 1989 Nomor 169/HPL/BPN/89 yang mencakup
pula bidang tanah HGB Nomor 26 dan 27/Gelora yang masih berlaku sampai Tahun 20037".

Metode penelitian yang digunakan adalah legal research, setelah dilakukan penelitian, penulis
berkesimpulan berdasarkan SK pemberian HGB tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa HGB di atas
Tanah Negara, sehingga perpanjangannya secara yuridis tidak memerlukan rekomendasi dari pemegang
Sertipikat HPL Nomor 1/Gelorahal ini sesuai pasal 35 UUPA dan pasal 22, 25, 26 PP. 40 tahun 1996
sehingga perpanjangan HGB tersebut Negara tidak dirugikan dan berdasarkan sertipikat HPL Nomor
1/Geloratetap menjadi pemegang HPL khusus untuk bagian HGB Nomor 26 dan 27/Gelora, kewenangan
pemegang HPL belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
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